TARGET TAHUN INI, DPRD RIAU HARUS SELESAIKAN 14 RANPERDA
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Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Sunaryo
mengatakan, ada 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang harus diselesaikan pada
tahun 2025.

Dari jumlah tersebut, lima Ranperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Riau, empat dari inisiatif DPRD Riau, dan lima lainnya merupakan kelanjutan
dari tahun sebelumnya.

“Total ada 14 Ranperda yang harus diselesaikan hingga disahkan menjadi Perda
tahun ini,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Selasa (21/1/2025).

Ketika ditanya mengenai prioritas dari Ranperda tersebut, Sunaryo menegaskan,
seluruh Ranperda dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama.

“Semua prioritas. Saya tidak ingat pasti judul judulnya. Tapi yang jelas tidak ada
yang lebih penting, karena semuanya berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan
pembangunan daerah,” jelasnya.

Lebih jauh, kata Sunaryo, DPRD Riau berkomitmen untuk bekerja optimal agar
seluruh Ranperda tersebut dapat dirampungkan sesuai target waktu yang telah ditentukan.
"Target kita selesai semua tahun ini, ini kita maraton menyelesaikannya," katanya.
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Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320
ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta
ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir, untuk mendapat persetujuan bersama. APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-
undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi:
laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;
laporan operasional;
laporan arus kas;
laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan
BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas
kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama
rancangan Perda paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar
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persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling
lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda
Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran
APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada
bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota
tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang
perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan
bupati/walikota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil
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keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan
Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perkada ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Apabila dalam batas waktu 15
(lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengesahkan rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud
menjadi Perkada.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau
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